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             LAMPIRAN  
             SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK 
            NOMOR  : SE-88/PJ/2009 

            TENTANG : PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 
PER-50/PJ/2009 TENTANG TATA CARA PENCABUTAN PENGUKUHAN 
PENGUSAHA KENA PAJAK DAN TATA CARA PENERBITAN SURAT 
KEPUTUSAN PEMUSATAN TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 
TERUTANG BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MEMILIKI TEMPAT 
KEGIATAN USAHA ATAU TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 
TERUTANG DI KAWASAN BEBAS  

 
 
Departemen Keuangan Republik Indonesia 
Direktorat Jenderal Pajak 

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau 
Kantor Pelayanan Pajak ................ 
 

 
Laporan Inventarisasi dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak 

Bulan ............... Tahun 20......... 
 
 

Kepada Yth. Kepala Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau 
Di tempat 
 
Bersama ini, disampaikan daftar inventarisasi PKP yang dicabut pengukuhannya bulan ini serta rekapitulasi jumlah PKP yang telah dicabut hingga bulan lalu, dicabut pada bulan ini, 

direncanakan untuk dicabut pada bulan berikutnya, dan sisa jumlah PKP yang belum dicabut : 
 
I. Daftar Inventarisasi PKP yang dicabut pengukuhannya pada bulan ini :  

No 
Nama 

WP 
NPWP 

Tanggal 
Pengukuhan 

K 

L 
U 

Alamat  
terakhir 

Status Usaha 
Pusat/Cabang 

Nomor Surat 

Pencabutan 
PKP 

Tanggal 
Pencabutan 

Kode Seri 

Faktur 
Pajak 

Alasan 
dicabut 

1.           

2.           

 
II. Rekapitulasi  
 

 1. Jumlah PKP yang telah dicabut hingga bulan lalu = ...........  

 2. Jumlah PKP yang dicabut pada bulan ini = ...........  

 3. Jumlah PKP yang direncanakan dicabut pada bulan berikutnya = ...........  

 4. Sisa jumlah PKP yang belum dicabut = ...........  

 
Demikian disampaikan. 
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Tempat, tanggal-bulan-tahun 
Kepala Kantor 
 

(ttd) 
 
Nama 
NIP 
 
 
 
 
 
 
Tembusan : 

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;  

2. Direktur Teknologi Informasi Perpajakan;  

3. Direktur transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi;  

4. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan;  

5. Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan;  

6. Direktur Transformasi Proses Bisnis;  

7. Direktur Peraturan Perpajakan II;  

8. Direktur Peraturan Perpajakan I. 

 


